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BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

——e e

PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Semarang 50614
Telp. (024) 8311174 Faximile (024) 8311172
laman http:fhuww.jatangpmv,gu.id

. > Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id
Semarang, 7 Maret 2025
Nomor . DP.03.2/PPBJ/111/2025
Lampiran :1 (satu) berkas
Kepada Yth.
CV. Arif Jaya Karya
Di Kota Semarang

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Pemeliharaan Lantai Selasar AHD pada BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tahun Anggaran 2025

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung secara
elektronik paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket . Pemeliharaan Lantai Selasar AHD, uraian singkat
pekerjaan :
. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Urugan peninggian lantai
3. Pekerjaan pasangan bata merah
4, Pekerjaan plesteran
5. Pekerjaan acian
6. Pekerjaan lantai kerja keramik
7. Pekerjaan keramik lantai 40x40
8. Pekerjaan galian saluran air hujan
9, Pekerjaan pembuatan saluran air hujan
10. Pekerjaan pemindahan griil besi penutup

i

saluran
11. Pekerjaan pengecatan plafond dan tembok
12. Pekerjaan pembuatan ram jalan untuk difabel
Nilai total HPS - Rp. 99.972.000,00
sumber pendanaan - APBD Provinsi Jawa Ten gah
Tahun Anggaran : 2025
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : ASRAMA HAJI DONOHUDAN BOYOLALI

Telepon/Fax . 024-8311174

Website LPSE . https://Ipse.jate ngprov.go.id/

Saudara diminta untuk me nyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan biaya serta data
kualifikasi secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagal berikut:

l Hari/Tanggal
kamis, 7 Maret 2025 Menyesuaikan
s.d Senin, 10 Maret jadwal pada
2025 __lamanSPSE

[ No Kegiatan Waktu
a. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen

Penawaran dan Data Kualifikasi

b. “Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, 10 Maret 2025

| Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Ha _
¢ | Penandatanganan SF t 2025 Ut Wi




Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi
kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas alkhir pemasukan Dokumen

Penawararn.

Demikian disampaikan untuk diketahui

Pejabat Pengadaan pada
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Lt

|

NIP. 19790805 201001 1 005




Dokumen Pemilihan ini
Dokumen Penawaran d

BAB Il. UMUM

disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan
an Data Kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan

aturan turunannya.

Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan

(LDP) dengan Instruksi

Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan

pada Lembar data pemilihan (LDP).

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

pekerjaan Konstruksi

HPS

LDP
PA

KPA

UKPBJ

PP

PPK

Pejabat Yang
Berwenang

Menandatangi
Kontrak

Pelaku Usaha

Pelaku Usaha Orang
Asli Papua

Penyedia

APIP
SPPB]

Surat Jaminan

. Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu
bangunan.

. Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai

Lembar Data Pemilihan
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran

. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat ~ UKPBJ adalah  unit  kerja di
l{ementerianfLenWagafPemerintah Daerah  yang

menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/|asa.
Pejabat Pengadaan
Pejabat Pembuat Komitmen

: Yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak
adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk
mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

. yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah
calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli
Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat.

. adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

. Syrat Penunjukan Penyedia Barang/]asa

Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Fen}aminan,’?erusﬂhaﬂn
Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
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Daftar Kuantitas dan
Harga/Daftar
Keluaran dan Harga

Masa Pelaksanaan

Pekerjaan (Jangka
Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan)

Keselamatan
Konstruksi

SMKK
RKK

Ahli K3
Konstruksi/Ahli
Keselamatan
Konstruksi

Petugas Keselamatan
Konstruksi

Biaya Penerapan
SMKK

ketentuan peraturan pemndang—undangan di bidang
Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

. Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan

kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran.

: Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung

berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama
pekerjaan.

. segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan

Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar
keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan
yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi,
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan
publik dan lingkungan.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Rencana Keselamatan Konstruksi

. tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di

bidang K3 Konstruksi  dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan
dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi
yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi
Kerja Nasional indonesia (SKKNI) dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat

yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani
Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh
lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
dan ketentuan peraturan pemnﬂang-undangan.

biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK
dalam setiap Pekerjaan Ko nstruksi.




BAB [11. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Paket Pekerjaan 1.1 Pelaku Usaha menyampaikan penawaran atas paket
dan Identitas Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan kode
Pejabat Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum
Pengadaan dalam LDP.

12  Nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

13  Uraian singkat paket pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

14 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

15 Pelaku Usaha yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan
ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai
spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

1.6 Nama Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

17 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

18  Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

19  Website Kementerian{LembagajPerangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

110 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan

pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Pelanggaran 31 Penyedia dan pihak yang rerkait dengan pengadaan ini

terhadap berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan
Aturan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

Pengadaan 4. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam

bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan
Pelaku Usaha yang bertentangan dengan Dokumen
Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan
Langsung ini.

c. melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk
mengatur harga penawaran;

d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh Pejabat Pengadaan; dan/atau

e. Melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam
pemilihan Penyedia

32 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administrasi
sebagai berikut:

a. digugurkan dari proses Pengadaan Langsung atau
pembatalan penetapan calon Penyedia; dan
b. Sanksi Daftar Hitam.
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4. Larangan 41 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
Pertentangan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
Kepentingan kepentingan baik secara Jangsung maupun tidak langsung,

42  Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada
Kklausul 4.1 antara lain meliputi:

a. Pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi merangkap sebagai
Pejabat Penandatangan Kontrak /Pejabat Pengadaan
pada pelaksanaan pengadaan
Kementerian/Lembaga/Peran gkat Daerah; dan/atau

b. yang berwenang untuk menandatangani
kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan
usaha Penyedia.

43 Pelaku Usaha dilarang  melibatkan pegawai
Kementerian ,*‘Lembagaf?erangkat Daerah  sebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga
kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

44  Pesertayang terbukti melanggar ketentuan pertentangan
kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis sebagaimana
Kualifikasi tercantum dalam LDP meliputi:
Pelaku Usaha a. Memenuhi  ketentuan perundang-undangan untuk

menjalankan kegi atan/usaha.

b. Memiliki status valid keterangan Waijib Pajak berdasarkan
hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

c. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan);

d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) SuratKuasa apabila dikuasakan;

3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawal
tetap (apabila dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduk;

e. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme;

2) Akan melaporkan kepada PA/ KPA/APIP jika mengetahui
terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
dalam proses pengadaan ini;

3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasll kerja
terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan;
dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka
1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

f Menyetujui Surat pernyataan Peserta berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menijalani sanksi daftar hitam;

4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan;

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;
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6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian,z'Lembaga!Pemngkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan

8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran
yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari
ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan
sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar
hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara
pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;

g. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan
subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam lkurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik
di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki
pengalaman.

h. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
SKP = KP - P, dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan
konstruksi yang sedang dikerjakan.

i Dalam hal pengadaan langsung lasa Konstruksi yang
dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan
di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk
Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. Isi Dokumen Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung terdiri dark:
Pengadaan a. Undangan Pengadaan Langsung;
Langsung b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
Lembar Data Pemilihan (LDP);
. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
Formulir Dokumen Penawaran:
1) Dokumen Administrasi:
a) Surat Penawaran;
2) Dokumen Penawaran Teknis:
a) Daftar Peralatan; dan
b) Daftar personel beserta daftar riwayat pengalaman
kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan
Kontrak ;
Kriteria personel yang dipersyaratkan:
(1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
(2] hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi
kerja untuk setiap person el yang disya ratkan;
(3) dapat mensyaratkan Petugas K3.
3) Dokumen Penawaran Harga:
a) Harga penawaran sesuai Surat Pemawaran dalam
Dokumen Administrasi; dan
b) Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan
Harga.
g Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).

mean

D. PENYIAPAN PEN AWARAN

7. Dokumen 71  Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data
Penawaran dan Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
Kualifikasi

72  Dokumen Penawaran terdiri darl Penawaran Administrasi,
Penawaran Teknis, dan Penawaran Harga.
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73  Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
a, Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum
dalam LDP;
3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP;
4) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
5) tanda tangan oleh:
a) direktur utama/pimpinan perusahaan; atau
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian beserta perubahan terakhir (apabila
ada perubahan).

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada
perubahan).

74  Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:
a. Daftar isian peralatan; dan
b. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja
atau referensi kerja.

75  Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
2. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga
Satuan) atau Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak
Lumsum).

7.6  Biayaoverhead (biaya umum) dan keuntungan serta semua
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta yang
harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket
Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga
penawaran.

77  Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi
dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00
(limapuluh juta rupiah), komponen/item pekerjaan
penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta
Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan
besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

78  Data Kualifikasi terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi harus
diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana
tercantum pada klausul 7.3 huruf a butir 5).

E. PENYAMPAIAN PENAWARAN

8. Penyampaian 81 Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dan
Penawaran Data Kualifikasi kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana
tercantum dalam SPSE.

82 Dengan menyampaikan penawaran sesuai dengan B.1
maka Pelaku Usaha telah me nyampaikan dan me nyetujui:

a. Pernyataan Pakia Integritas yang berisi:
1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi,

dan/atau nepotisme;

2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika
mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
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3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan
hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam
angka 1) 2), dan 3) maka bersedia menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b. Pernyataan Pelaku Usaha yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar
hitam;

3) yangbertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam
lain;

4) keikutsertaan yang bersangkutan  tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan;

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidak sedang menjalani sanksi pidana;

6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan
sebagai pegawal
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

¢. Pernyataan memiliki, mampu, dan bersedia
menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja Personel
yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan

Pengadaan Langsung pada saat klarifikasi/negosiasi.

d. Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi, yang
berisi:

1) Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;

2) Menggunakan tenaga kerja  kompeten
bersertifikat;

3) Menggunakan peralatanyang memenuhi standar
kelaikan;

4) Menggunakan material yang memenuhi standar
mutu;

5) Menggunakan teknologi yang memenuhi standar
kelaikan;

6) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur
(SOP); dan

7) Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya
penerapan SMKK.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI

DAN NEGOSIASI
9, Pembukaan 9.1 Penawaran Pelaku Usaha dibuka sesuai jadwal dalam
Penawaran Undangan Pengadaan Langsung yang tercantum dalam

SPSE.

9.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran,
yang meliputi:
a. Surat penawaran;
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga; dan
e. Data Kualifikasi.
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10. Evaluasi, 10.1
Pembuktian
Kualifikasi,
Klarifikasi dan
Negosiasi
Teknis dan
Harga

10.2

Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi

1. Evaluasi Administrasi dan Kualifikast;

b. Evaluasi Teknis;

¢. Evaluasi Harga;

d. Pembuktian Kualifikasi; dan

e. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.

Evaluasi Administrasi dan Kualifikas:

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.3
hurufa butir 5);

2) mencantumkan penawaran harga;

3) masa berlaku surat penawaran tidak kurang dari
waktu sebagaimana tercantum dalam LDF; dan

4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.

b. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan
administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal.

¢. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur
(pass and fail) .

2) Evaluasi kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi
sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5.

3) Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan
izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) Masa berlaku SBU tidak memperhatikan
ketentuan registrasi tahunan.

b) Masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang
Jasa Konstruksi yang telah berakhir sebelum batas
akhir pemasukan Penawaran tidak diterima dan
Pelaku Usaha dinyatakan gugur.

¢) Dalam hal masa berlaku SBU dan izin berusaha di
bidang Jasa Konstruksi berakhir setelah batas
akhir pemasukan Penawaran, Pelaku Usaha harus
menyampaikan SBU dan izin berusaha di bidang
Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat rapat
persiapan penandatanganan kontrak.

d) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi
diterbitkan oleh lembaga Online Single
Submission (0SS), izin berusaha di bidang Jasa
Konstruksi badan usaha harus sudah berlaku
efektif pada saat  rapat persiapan
penandatanganan kontrak.

4) Persyaratan status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Waijib Pajak
dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara
peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki
laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru
berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun
terakhir.

5) Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai
dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada
perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada
saat pembuktian kualifikast.

6) Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan
ketentuan:

a) Rumusan SKP
SKP=KP-P
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KP = Nilai Kemampuan Paket.
P =Jumlah paket yang sedang dikerjakan

b) Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan
yang sedang dikerjakan;

¢) Apabila ditemukan bukti Pelaku Usaha tidak
mengisi daftar pekerjaan yang sedang
dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan
yang sedang dikerjakan, maka apabila
pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Pelalu
Usaha tidak memenuhi, maka dinyatakan
gugur.

7) Dalam hal pengadaan langsung |asa Konstruksi yang
dipergunakan untuk percepatan pembangunan
kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli
Papua.

8) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal,

10,3  Evaluasi Teknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang
memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
disyaratkan;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem
gugur (pass and fail);

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal
yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada
klausul 7.4.

e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana tercantum dalam Kklausul 7.4 dengan
ketentuan:

1) Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam LDP; dan
2) Personel yang ditawarkan sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam LDP.
f Pelaku Usaha yang dinyatakan lulus evaluasi teknis
dilanjutkan dengan evaluasi harga;
g Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung

gagal.

10.4  Evaluasi Harga:
Unsur-unsur yang dievaluasi adalah:
a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi
aritmatik dengan ketentuan:

1) koreksi aritmatik dilakukan dengan secara
otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat
kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE,
maka koreksi aritmatik dilakukan secara
manual.

2) hasil koreksi aritmatik mengubah nilai

enawaran.

3) apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS
maka penawaran dinyatakan gugur.

4) volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
dalam penawaran harga disesuaikan dengan
volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

5) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara
volume dengan harga satuan pekerjaan,
dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku
adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan
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ketentuan harga satuan pekerjaan yang
ditawarkan tidak boleh diubah.

6) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada
daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan
kosong.

7) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan
jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud
dianggap nol.

8) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan
peringkat penawaran.

b. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan
dengan nilai HPS, jika melebihi nilai HPS tidak
dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi
teknis dan negosiasi harga.

c. Dalam hal terdapat harga satuan penawaran yang
nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh
persen) dari harga satuan yang tercantum dalam
HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:

1) apabila harga satuan tersebut  dapat
dipertanggungjawahkanf sesuai dengan harga
pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan
tidak timpang;

2) apabila harga satuan dinyatakan timpang maka
harga tersebut hanya berlaku untuk volume
sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika
terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan
yang harga satuannya dinyatakan timpang maka
pembayaran terhadap volume tambahan
tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi
dan telah disepakati.

d. Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya
nol atau tidak ditulis maka dilakukan Klarifikasi dan
kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.
Harganya dianggap termasuk dalam total harga
kontrak.

105 Pembuktian Kualifikasi:

2. Pembuktian kualifikasi dilakukan jika peserta
memenuhi persyaratan kualifikasi.

b. Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan
pembuktian lualifikasi dengan mencantumkan
pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian
kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi
dilakukan secara daring kepada Peserta Penujukan
Langsung.

¢ Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara daring
dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Peserta Pengadaan Langsung mengirimkan foto
dokumen asli yang diperlukan secara elektronik
kepada akun resmi Pejabat Pengadaan.

?) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari
kamera/telepon genggam tanpa proses edit.

3) Pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan
melalui media video call dan didokumentasikan
dalam format video dan/atau foto.

d. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan
secara luring/tatap muka, apabila tidak
memungkinkan dilaksanakan secara daring.

e. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah
menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh
peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
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f Pembuktian kualifikasi dilalkukan diluar SPSE (offline)
dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan
untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen
yang akan dibuktikan.

g. Apabila peserta ridak dapat menghadiri pembulktian
kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka
Pejabat Pengadaan dapat memperpanjang waktu
Eemhuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari

erja.

h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat
mengakses data kontak (misal akun email atau no
telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat
mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta,
maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.

i, Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian
kualifikasi adalah:

1) Direksi yang namanya ada dalam akta
pendirian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akta pendirian/perubahan;

2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akta
pendirianfperubahan;

3) Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri
pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai
tenaga kerja tetap dan memperoleh kuasa dari
Direksi yang namanya ada dalam akta
pendirian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akta pendirian /perusahaan;

4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau

5) pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama
Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

j. Pembuktian kualifikasi  dilakukan  dengan
memverifikasi kesesuaian data pada informasi
Formulir elektonik isian kualifikasi pada SPSE atau
fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli,
salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang dan meminta salinan dokumen
tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang
disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian
kualifikasi dapat dilakukan dengan
klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

k. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti
keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi
dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang
telah diselesaikan sebelumnya.

. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian
kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai
dengan 19.7 namun tetap tidak dapat menghadiri
pembulktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan

gugur.

m. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan
sanksi Daftar Hitam.

10.6 Klarifikasi teknis dan negosiasi harga:
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan
negosiasi harga.
b. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan nilai HPS dan
rincian HPS.
¢. Pejabat Pengadaan bersama dengan Pelaku Usaha
membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
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d. Apabila Klarifikasi teknis dan negosiasi harga tidak
mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan
menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

11, Pembuatan {1.1  Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Berita Acara Langsung.
Hasil
Pengadaan 112 Berita Acara Hasil Pe ngadaan Langsung harus me muat hal-
Langsung hal sebagai berikut:

a. tanggal dibuatnya Berita Acara

b. nama dan alamat Pelaku Usaha;

c. total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi;

d. dokumen penawaran dan data kualifikasi Pelaku Usaha;

e unsur-unsur yang dievaluasi; dan

f keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
(apabila ada).

G. PENERBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN SPK

12. Penerbitan 121 Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil
SPPB] Pengadaan Langsung kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak sebagai dasar untuk menerbitkan Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]).

122 Pelaku Usaha yang ditunjuk wajib menerima keputusan
tersebut, dengan ketentuan:

a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih
berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak
dikenakan sanksi apapun;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh
Pejabat Pengadaan dan masa penawarannya masih
berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar
Hitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk
karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka
Pelaku Usaha yang bersanghkutan tidak dikenakan sanksi
apapun.

123 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPB|
dan mengunggah hasil pemindaian SPPB] yang telah
diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPB] tersebut
melalui SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk.

124 SPPB] diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Berita Acara
Hasil Pengadaan Langsung

125 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPB] dapat ditunda
diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas
yang berwenang.

12.6 SPPB| ditembuskan kepada APIP.

127 SPK ditandatangani paling {ambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

128 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPK

dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang
telah ditandatangani pada SPSE.




129

13. Penandatangan 13.1

-an SPK

132

Apabila Pelaku Usaha yang ditunjuk mengundurkan diri,
maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia waijib
memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa,
redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf
pada setiap lembar SPK.

Pejabat Penandatangan Kontrak menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul
7.3 huruf a butir 5).




BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

e s e o
—
HAL "“‘ESR ]| KETENTUAN DAN INFORMAS SPESIFIK
fﬁ_ﬁhﬂ&a 1.1 Kode RUP: 57874676 e
Pekerjaan 12 | Nama paket pekerjaan: Pemeliharaan Lantai Selasar AHD
1.3 Uraian singkat paket pekerjaan:

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Urugan peninggian lantai

Pekerjaan pasangan bata merah

pekerjaan plesteran

Pekerjaan acian

Pekerjaan lantai kerja keramik

Pekerjaan keramik lantai 40x40

Pekerjaan galian saluran air hujan

_ Pekerfaan pembuatan saluran air hujan

10. Pekerjaan pemindahan griil besi penutup
saluran

11. Pekerjaan pengecatan plafond dan tembok

12. Pekerjaan pembuatan ram jalan untuk difabel

1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:
Kontrak Lumpsum
B. Identitas 1.6

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan
Pejabat Aset Daerah
Pengadaan Provinsi Jawa Tengah

OENPN B W

1.7 Nama Pejabat Pengadaan: Adilla Sharief, S.Kom, MM.
Pejabat Pengadaan pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

T Alamat Pejabat Pengadaan: Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Sriwijaya No. 29 Semarang

| 110 Website SPSE:

Ipse.jatengpmvga.id |
C. Sumber 2 1 Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA
Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

jawa Tengah [Satuan Kerja] Tahun Anggaran 2024
2. Pagu Anggaran: Rp. 100.000.000,00
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. Rp 99,972.000,00

D. Persyaratan 5 Persyaratan Kualifikasi:
Kualifikasi
Pelaku Usaha 1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi;

2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
kualifikasi usaha Kecil, Bidang Bangunan Sipil dan sub
bidang Kklasifikasi Bangunan Gedung Klasifikasl
Konstruksi Gedung Lainnya (BGO09) KBLI 41019 yang
diterbitkan oleh instansi/ Lembaga yang berwenang dan
masih berlaku sampai dengan batas akhir pemasukan
penawaran

3. Memiliki status valid keterangan Waijib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Waijib Pajak

[Valid/Tidak Valid].
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
| l perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
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e -
[ & Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai
dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
| \ kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang
dari 3 (tiga) tahun
6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP):
R T e
E. Masa Berla 73.a.2) | Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari
Penawaran | 10.2.a.3) | kalender

F. Jangka Wakt
Pelaksanaan
Pekerjaan

e
72.a3) | Jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan: 30 (tiga puluh) hari
10.2.a.4) | kalender

G. Persyaratan
Teknis

: e
103.e1) | Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk

pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

| 1| Picklp
Schafolding
Status Kepemilikan :

(1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan
peralatan {contoh STNK, BPKB, invois);

(2) Sewa Beli dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa
Beli (contoh invoice uang muka, angsuran};

(3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian
sewa.

10.3.2.2) | Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk
pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

Jabatan PEﬁgﬂ|am an SEﬂlﬁkaii{K({mpEtensi
erja

Bangunan
Gedung/Pekerjaan
Gedung (TS051) atau
| Pelaksana Lapangan

pekerjaan Gedung
\ Muda Jengjang 4
atau Pelaksana
Lapangan Pekerjaan
Gedung (TS052) atau
Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Gedung

\ Muda ]Enian% L S

\ ' “Petugas | 0 tanhun +—Gertifikat Pelatihan
K3 Petugas K3 Konstruksi

L atau SKK Konstruksi

Keterangan:

Sertifikat  Kompetensi Kerja  dibuktikan saat
Haﬁﬁkusi/negusiasi




BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

———— Tokumen Sesuai yang diunggah PPK_ a




BAB VL. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

-

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan H;Ega,! Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi
Kepada Pelaku Usaha (IKP), SPK, Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran
pekerjaan terpasang yan dimintakan dan dike:'ilakan sebagaimana telah diukur dan
disahkan oleh para piha serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam

Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, ecuali bagian pekerjaan
Material On-Site (bagian pekerjaan di lapangan).

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup
semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan- bahan, perawatan, asuransi
tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungar, overhead dan semua risiko, tanggung

jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pemhaﬁgmn. terlepas dari apakah
kuantitas/keluaran dicantumkan atau dak. |i Penyedia lalai untuk
mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap

telah termasuk dalam total harga kontrak.

5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus
dianggap tela termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran
terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus telah termasuk dalam harga mata

pembayaran yang terkait.

e




Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

Untuk kontrak Harga Satuan:

— : I Satuan HWHW
No. Uraian Pekerjaan Ukurarn Kuantitas | ¢ van | Harga \
% |
—— —]

Untuk kontrak Lumsum:
| Uraian Per SETFES'?_M tuan | ggtuan Harga | Total ‘
No. | Keluaran/output Kelua e Toutput Keluaran/output | Harga

Eee ===t

) e e

Total Daftarl
[Emdahkan nilai total ke Daftar Rﬂmgitu]asil

Keterangan:

1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat
umum.

2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).




Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

L CONTOH

Untuk kontrak Harga Satuan:
No. Uraian Pekerjaan | S840 | Kuantitas | o7 Total
Ukuran | Satuan | Harga |
| === == _~|
Sl [ i . B 1 Bl
—— = THREENE | [ ==
|
- Total Daftar2
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) J
Untuk kontrak Lumsum:
[ Uraian Persentase/ Satuan Har, |
ga Total
No. | Keluaran/output Ig}ﬁgﬂgg f?urg:u Keluaran/output ngnq
| | ]
Total Daftar2
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Keterangan:

1. Pada judul Daftar 2 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang
menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian
pekerjaan lain.

Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).

I=d




Daftar 3: Mata Pembayaran

Untuk kontrak Harga Satuan: r CONTOH J
['No. Uraian Pekerjaan \ Satuan ‘ Kuantitas | Harga | Total
r_ Ukuran Satuan Harga
S
|
|_
= el e i )
Total Daftar3
] (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Untuk kontrak Lumsum:

= Traian Persentase Satuan Harga Total |
Keluaran/output Ukuran Keluaran/output | Harga
Keluaran/output

=
_,;_EJJI — =

Total Daftar3
L indahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain

yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika
terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.

5. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).




Untuk Kontrak Harga Satuan:

‘ Mata Pembayaran | Harga
ekerjaan Harga Satuan '

Daltar No. 1: Mata Pembayaran Umum IL
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama |
|
—dlL— |
l
|
|

Daftar No. 3: Mata Pembayaran ..

TOTAL NILAL
PPN 10%
Total termasuk PP

Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS
paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 imapuluh juta rupiah), komponen/Item
pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan
Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan
Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk Kontrak Lumsum:

Mata Pembayaran
Pekerjaan Lumsum

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama
Daftar No. 3: Mata Pembayaran
—dl—

||||||||||| ™

“TOTAL NILAI L ]

Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS
paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 imapuluh juta rupiah), komponen/Item
pekerjaan penyelenggaradn keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan
Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan
Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.




BAB VIL. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

e

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH
[Kop Surat]
Nomor : [tempat], __[tanggal] [bulan] __[tahun]
Lampiran .
Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada ;‘Kementerfunﬂ.embagﬂﬂ’amngkut Daerah]
di
Perihal : Penawaran Pengadaan fdiisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tanggal __, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan
[diisi  nama pekerjaan|  sebesar Rp .
C )

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama fi ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak tanggal
surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[P'TfoﬁrmafKnperasi]

psssajgrecesgrerasijaresy

Nama Lengkap




B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Daftar isian peralatan

|_ No Jenis [ Merk dan Tipe Lokasi Kapasitas Jumlah ] K’E?:gﬂlsm“
-—1 — - m—— —_—
2 — s = !
dst o, = i

2 Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja
== ] — Pengalaman (tahun)

“No | Nama

B

1 ——e——




BENTUK DOKUMEN PEN AWARAN HARGA
Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga Satuan)

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan item pekerjaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

No | Uraian Pekerjaan ~=tman_ | Volume | Jumlah Harga

[ o ~Jumlah (Sebelum PI
' PPN (10%)

. EnilﬁhtﬁtaiseteiahF?N_ g

L

Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak Lumsum)

Daftar Keluaran dan Harga diisi sesuai dengan item keluaran/output yang
tercantum dalam spesifikasi.

Persentase | Satuan Total Harga

/Satuan Harga
Ukuran Keluaran
Keluaran/ | /Output
Output

No Uraian
Keluaran/Output

), N e h (SebelumPPN)
—  PeN(10%)
jumlah total setelah PPN




BAB VIIl. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PELAKU USAHA BERBENTUK BADAN USAHA

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama badan usaha]

No. ldentitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan 3 [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]
Bertindakuntuk ¢ — ___[diisi nama badan usaha]
dan atas nama

Alamat -

Telepon/Fax

Email

—— e

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- ¥

saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaanfknperasl berdasarkan
[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor
dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa);

saya bukan sebagal pegawai Kementerianﬂ,emhagaf pemerintah Daerah [bagi pegawai
Kementerfanﬂembaguj?emeﬁntﬂh Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara

ditulis sebagai berikut: “Saya merupakan pegawal HemenrenanfLembagafPemerinmh
Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara”[;

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:




A. Data Administrasi

Nama Badan Usaha

Status - D Pusat El Cabang

Alamat Kantor Pusat

1.
2

3. No. Telepon
No. Fax
E-Mail
Alamat Kantor Cabang

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

B, Landasan Hukum pendirian Badan Usaha

T Alta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar ]
a. Nomor :
b. Tanggal :
¢. Nama Notaris -
4. Nomor Pengesahan
Kementerian Hukum dan
HAM (untuk yang
berbentuk PT)
2. Akta/Anggaran Dasar
Perubahan Terakhir
a. Nomor
b. Tanggal

— e

)

c. Nama Notaris -

. Pengurus Badan Usaha

No. Nama | No. identitas Jabatan dalam Badan Usaha |

p. lzin Usaha

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi  a, NOMOT. cesnanreanss
b, Tanggal ...coessseeesss

2. Masa berlaku izin usaha 5 pmessassssns

3. Instansi penerbit

E. Sertifikat Radan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha . a, NOMOT .ooeieeseees |
b. Tanggal .coooeeenee

2. Masa berlaku

3. Instansi penerbit

4. Kualifikasi £ asapmeneane

5. Klasifikasi I icscisanesss

6. Subklasifikasi : 4

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan pesero (untuk CV/ Firma)

e



2. Pajak

4. Nomor Pokok Wajib Pajak ‘ ! ) ,

G. DataPengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waltu 4 Tahun Terakhir
(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebik. Untuk perusahaan yang baru
berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

pemberi Tugas /

Ringkasan PPK/PPK Kontrak
No. Nmf}iﬁ Lingkup | Lokasi /
Pekerjaan Ak N
amat/ o/
Nama Telepon Tanggal Nilai
b Eie— . I
EE—— [ {——

e _J/_L

H. DataPekerjaanyang Sedang Dilaksanakan (Wajib dilsi untuk menghitung SKP)

__._._|//]—— e f_'_—|——_"_——-_
_F| Fen‘;%wuﬁas / Kontrak Tatal Progres
Nama iﬂasiﬁkulfﬂub
No. F:kikﬂa %l.:l-ﬂlﬁ:kﬂﬁi Lokas] Alamat/ No / - No / 3
rjaan ekerjaan Nama | Telepon | Tanggal Nilai Tanggal Total Nilai
1 2 3 4 5 6 rd 8 ] 10
g IR = D=
| et =
e e e | e

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung
jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar
dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya walkili bersedia dikenalkan sanksi berupa
sanksi administratif, sa nksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secard pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
[tempat], _ [tanggal] [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,-
dan tanda tangan]

i )
[jabatan pada badan usaha]




Persentase

2. Pajak

\ 2. Nomor Pokok Wajib Pajak ‘ : \

G. DataPengalaman perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru
berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

=t

. Tanggal Selesal
Pemberi Tugas / Kontrak Pekerjaan/PHO
N PPK/PPK Be rkan
Alamat/ No / BA Serah
Telepon Tanggal Nilai | Kontrak Terima
1 6 7 = |9 -
] I
) i
H. DataPekerjsanyang Sedang Dilaksanakan (Wajib diist untuk menghitung SKF)
__.__|,_____.__.-|_ /_,T__]ﬁ— .
e | Kontrak Total Progres
Nama Klasifikasi/Sub
No Paket KKlasifikasi Lokasi
pekerjaan |  Pekerjaan Nama #ﬁ:ﬁi i g;a | Niai ol | ot
Z ____?:__.—_;*__._._5._.__?_____._’___5.'_.____9__.#_1_.__ ﬁJ

=
e
L

e
e = :‘

I

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung
jawab. Jika dikemu dian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sd mpaikan tidak benar
dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa
sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-u ndangan.

[tempat], _ [tanggal] [bulan] 20 __[tahun]

PT/CV/Firma
[pilih yang sesuai dan cantumkan namal

[rekatkan meteral Rp10.000,-
dan tanda tangan]

)
[jabatan pada badan usaha]




